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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang  

telah dilakukan di Apotek Adijaya Farma pada tanggal 21 juni 2021 

hingga 10 juli 2021 maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Melalui PKPA, mahasiswa calon Apoteker dapat memperoleh 

kesempatan langsung untuk merasakan, melihat, dan 

mempelajari strategi dalam dunia kerja. Mahasiswa calon 

Apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam hal 

pelayanan kefarmasian baik dalam pelayanan resep maupun 

pelayanan non resep. 

2. Seorang Apoteker hendaknya mampu menguasai segala aspek, 

baik dalam pelayanan maupun manajerial dalam menjalankan 

pekerjaan kefarmasian di apotek. 

3. Apoteker di apotek memiliki peran, fungsi, dan tanggungjawab 

yang sangat penting. Apoteker merupakan lini terakhir sebelum 

obat dikonsumsi oleh pasien sehingga Apoteker harus cermat 

dan teliti dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya.  

4. Melalui PKPA, dapat membekali calon Apoteker agar memiliki 

wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis 

untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, khususnya 

pelayanan Program Rujuk Balik. 

5. Kegiatan PKPA di Apotek dapat memberikan gambaran secara 

nyata tentang permasalahan dalam melakukan pekerjaan 

kefarmasian di era pandemi covid-19 seperti sekarang ini.
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5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan PKPA di 

Apotek Adijaya Farma adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa calon Apoteker hendaklah mempersiapkan diri 

dengan membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang 

obat-obatan, pelayanan kefarmasian, perundang-

undangan serta sistem manajemen di Apotek sebelum 

melaksanakan PKPA agar kegiatan PKPA dapat berjalan 

dengan lancar dan tidak ada kendala. 

2. Mahasiswa calon Apoteker perlu meningkatkan 

kemampuan dalam hal kepercayaan diri dan pengetahuan 

di bidang farmasi dan kesehatan agar dapat memberikan 

pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dengan 

meyakinkan, benar, dan mudah dipahami.  

3. Pemantauan terapi pasien harus lebih ditingkatkan lagi 

untuk membantu meningkatkan kualitas terapi pada pasien 

dan menunjukkan peran Apoteker terhadap masyarakat 

luas.
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